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Berdasarkan uraian dari yang telah dikemukakan pada bab-bab 
sebelumnya dalam skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
 Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam hal ini 
terkhusus pada pelaku tindak pidana narkotika(studi kasus Fidelis dan 
Ikhsan)  ialah : 
1. Hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum 
khusus mempertimbangkan rasa/alasan kemanusiaan dari 
terdakwa 
2.  Hakim juga bukan merupakan corong undang – undang , 
hakim dapat melakukan penemuan hukun yang baru dengan 
pertimbangan hokum yang jelas,cukup, dan dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 
3. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 
2015 Hakim dapat menjatuhi putusan pidana dibawah 
minimum khusus apabila terdakwa tersebut di dalam 
pengadilan terbukti sebagai pengguna dan jumlahnya relatif 
66 
kecil tidak lebih dari 5 gram untuk narkotika golongan 1 
khususnya ganja. 
4. Dapat juga melihat putusan Hakim terdahulu (Yurisprudensi) 
yang menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum 
khusus tindak pidana narkotika untuk menjadi dasar dalam 
pengambilan keputusan penjatuhan sanksi pidana terhadap 
perkara tindak pidana narkotika pada masa sekarang selama 
hakim memilikki pertimbangan hokum maupun non hokum 
yang jelas dan juga dapat dipertanggungjawabkan. 
5. Hakim juga dapat menilai dari fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan baik fakta yuridis maupun non yuridis 
bahwa terdakwa tersebut menggunakan narkotika untuk 
kepentingan yang mendesak atau tidak contohnya : narkotika 
tersebut digunakan sebagai obat. Hakim dalam hal ini dapat 
menyimpangi ketentuan minimum khusus berdasarkan hati 
nurani dan keyakinan diri sendiri untuk menciptakan 
keadilan yang seadil-adilnya serta putusan nya tersebut 








Saran yang diberikan penulis atas penjatuhan sanksi pidana dibawah 
minimum khusus oleh hakim pada pelaku tindak pidana narkotika (studi kasus 
fidelis dan ikhsan susandi )  yaitu : 
Penerapan sistem minimum khusus dalam tindak pidana narkotika, 
hendaknya disertai dengan aturan atau pedoman pemidanaan dalam ketentuan 
umum KUHP dengan kriteria yang lebih jelas serta lebih spesifik, sehingga tidak 
akan menimbulkan permasalahan apabila berhadapan dengan perkara-perkara 
yang berkaitan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. 
Untuk menjamin diterapkannya pidana minimum khusus,  penulis berpendapat  
untuk seluruh hakim agar dalam  menjatuhkan putusan penjatuhan sanksi pidana 
di bawah batas minimum khusus dalam menangani perkara  tindak pidana 
narkotika agar benar-benar mempertimbangkan berupa pertimbangan yuridis 
maupun pertimbangan non yuridis  dan memperhatikan serta bertitik tolak 
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